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Pengembangan ekonomi kreatif menjadi salah satu strategi penting dalam
meningkatkan daya saing daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan. Dalam implementasinya, diperlukan kolaborasi multipihak yang
melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media
sebagaimana dikonsepsikan dalam model Pentahelix. Provinsi Banten memiliki
potensi ekonomi kreatif yang cukup besar, namun pengembangannya masih
menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan sinergi antaraktor. Penelitian
ini bertujuan untuk mengkaji penerapan model Pentahelix dalam
pengembangan ekonomi kreatif di Dinas Pariwisata Provinsi Banten,
mengidentifikasi peran dan kontribusi masing-masing aktor, serta menganalisis
faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kolaborasi yang terbangun.
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi
kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur
terhadap 18 informan yang berasal dari unsur pemerintah, akademisi, pelaku
usaha, komunitas, dan media. Data penelitian juga diperkuat melalui observasi
partisipatif dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kolaborasi Pentahelix dalam pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Banten
masih berada pada tahap berkembang (emerging Pentahelix model) dengan
karakteristik kolaborasi yang bersifat programatik, jangka pendek, dan
didominasi oleh pemerintah. Dinas Pariwisata berperan sebagai aktor utama
yang mengoordinasikan berbagai kegiatan, sementara keterlibatan aktor
nonpemerintah belum optimal sebagai mitra strategis. Efektivitas kolaborasi
dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi lintas sektor, belum tersedianya forum
kolaborasi permanen, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta rendahnya
literasi digital pelaku usaha ekonomi kreatif.

Abstract Creative economy development has become an important strategy for
enhancing regional competitiveness and promoting sustainable economic
growth. Its implementation requires multi-stakeholder collaboration involving
government, academia, businesses, communities, and media, as conceptualized
in the Pentahelix model. Banten Province possesses considerable creative
economy potential; however, its development continues to face various
challenges that require stronger stakeholder synergy. This study aims to
examine the implementation of the Pentahelix model in creative economy
development at the Tourism Office of Banten Province, identify the roles and
contributions of each stakeholder, and analyze factors affecting the
effectiveness of collaboration. The study employed a descriptive qualitative
approach using a case study method. Data were collected through semi-
structured interviews with 18 informants representing government institutions,
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academics, business actors, communities, and media organizations. The
findings were further supported by participatory observation and document
analysis. The results reveal that the Pentahelix collaboration in Banten
Province remains at an emerging stage, characterized by program-oriented,
short-term, and government-driven collaboration patterns. The Tourism Office
serves as the dominant orchestrator in coordinating collaborative activities,
while non-government stakeholders have not yet fully functioned as strategic
partners. The effectiveness of collaboration is constrained by weak cross-sector
coordination, the absence of a permanent collaborative forum, limited
supporting infrastructure, and low digital literacy among creative economy
entrepreneurs. Strengthening institutional collaboration and stakeholder
engagement is therefore essential to achieving sustainable creative economy
development in Banten Province.

Pendahuluan

Ekonomi kreatif merupakan sektor strategis dalam pembangunan ekonomi modern
yang berbasis pada kreativitas, inovasi, serta pemanfaatan kekayaan budaya dan
pengetahuan lokal. Di Indonesia, ekonomi kreatif diakui secara nasional sebagai motor
penggerak pertumbuhan ekonomi baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Regulasi tersebut menegaskan peran ekonomi
kreatif dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah ekonomi, serta
memperkuat identitas budaya bangsa di tengah persaingan global.

Provinsi Banten sebagai salah satu daerah di Indonesia memiliki potensi besar dalam
pengembangan ekonomi kreatif. Keberagaman budaya, tradisi lokal, serta ketersediaan
sumber daya alam menjadi modal penting bagi tumbuhnya berbagai subsektor ekonomi
kreatif, seperti seni, desain, kuliner, kriya, dan teknologi informasi. Berbagai kajian
menunjukkan bahwa pariwisata budaya dan tradisi lokal di Banten merupakan aset utama
dalam pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan (Mafrudoh, 2025). pariwisata
adalah salah satu sektor yang menyumbang devisa terbesar bagi Indonesia (Nugroho et al.,
2026). Pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Banten juga menjadi bagian integral dari
kebijakan pembangunan pariwisata yang tercermin dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun
2023-2026.

Pengembangan ekonomi kreatif pada dasarnya tidak dapat dilakukan oleh
pemerintah secara mandiri. Akademisi berperan menyediakan dukungan keilmuan melalui
penelitian dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Pelaku usaha berfungsi

sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi kreatif. Komunitas berperan sebagai wadah
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partisipasi dan pelestarian nilai-nilai lokal, sementara media memiliki peran strategis dalam
penyebaran informasi dan promosi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan
ekonomi kreatif membutuhkan pola kolaborasi terstruktur antar berbagai pemangku
kepentingan, yang dalam konteks ini relevan dengan pendekatan Pentahelix. Pendekatan
pentahelix telah didorong oleh pemerintah untuk memastikan sinergi dan integrasi program
di berbagai tingkat pemerintahan hingga tingkat desa (Aseni & Jumanah, 2025)

Namun demikian, dalam implementasinya pengembangan ekonomi kreatif di
Provinsi Banten masih menghadapi berbagai permasalahan. Keterbatasan wadah pelatihan
bagi pelaku UMKM, minimnya alat pendukung usaha, belum jelasnya legalitas usaha, serta
lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi hambatan yang signifikan. Studi
Sugandi dan Junaidi (2025) menunjukkan bahwa dalam praktik kolaborasi Pentahelix di
sektor kreatif, kurangnya koordinasi dan keterlibatan aktif antar aktor menjadi hambatan

utama dalam inovasi dan promosi produk unggulan daerah.

Tinjauan Pustaka
1. Model Pentahelix

Model Pentahelix merupakan pengembangan dari kerangka Triple Helix yang
awalnya hanya melibatkan tiga aktor utama, yaitu pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha.
Model ini kemudian diperluas dengan menambahkan unsur komunitas dan media sebagai
aktor penting dalam membangun ekosistem pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan
berkelanjutan. Dengan demikian, model Pentahelix menempatkan lima aktor utama
pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media sebagai elemen yang saling
berinteraksi dan berkolaborasi dalam proses pembangunan ekonomi dan sosial.

Penambahan unsur komunitas dan media dilatarbelakangi oleh kebutuhan
mengakomodasi partisipasi masyarakat secara lebih luas serta pentingnya peran diseminasi
informasi dan pembentukan opini publik. Dalam konteks ekonomi kreatif, kedua aktor
tersebut memiliki posisi strategis karena mampu memperkuat identitas lokal, mendorong
inovasi berbasis budaya, serta memperluas jangkauan pasar melalui promosi dan komunikasi

publik.

)
https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/antasena M!SQRHA”\DP&NBT!{AS&



https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/antasena

161

2. Collaborative Governance

Teori collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008)
menjelaskan bahwa penyelesaian masalah publik yang kompleks memerlukan keterlibatan
berbagai aktor dalam suatu forum bersama untuk mencapai konsensus. Pendekatan ini
menekankan bahwa kolaborasi bukanlah proses spontan, melainkan membutuhkan fondasi
kelembagaan yang kuat, termasuk struktur inklusif, transparansi, dan aturan prosedural yang
jelas agar legitimasi dan efektivitas kolaborasi dapat terjaga.

Kepemimpinan fasilitatif memiliki peran sentral dalam mengatasi ketimpangan
kekuasaan antar aktor. Pemimpin berfungsi sebagai mediator yang mendorong dialog,
membangun kepercayaan, serta memberdayakan aktor yang lebih lemah agar tercapai
kesepakatan bersama (Tomo et al., 2020). Widodo et al. (2023) menegaskan bahwa
keberhasilan kolaborasi Pentahelix tidak cukup hanya berhenti pada kerja sama
administratif, tetapi harus menghasilkan co-innovation yang mampu meningkatkan daya
saing ekonomi kreatif.

3. Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan konsep pembangunan ekonomi yang menempatkan
kreativitas, keterampilan, dan bakat manusia sebagai aset utama dalam menciptakan nilai
tambah dan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, kerangka hukum ekonomi kreatif
ditetapkan melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, diperkuat
oleh Peraturan Presiden No. 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan
Ekonomi Kreatif Nasional.

Inovasi merupakan elemen kunci dalam pengembangan ekonomi kreatif karena
mampu menciptakan nilai tambah, memperkuat daya saing, serta membuka peluang pasar
baru. Ekosistem kreatif dipahami sebagai jaringan aktor, sumber daya, regulasi, dan
infrastruktur yang saling mendukung dalam mendorong perkembangan sektor kreatif
(Susanti et al., 2023). Transformasi digital semakin memperluas ruang kolaborasi, di mana
platform digital menjadi sarana penghubung utama antar aktor dalam memperluas akses

pasar dan mempercepat inovasi (Wibowo & Santoso, 2024).
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Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi
kasus. Metode studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi
secara mendalam suatu fenomena yang bersifat kompleks dan kontekstual, berfokus pada
penyediaan data rinci mengenai kasus tertentu yang terikat oleh waktu, tempat, dan aktor
yang terlibat.

Penelitian dilaksanakan di Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang beralamat di JI.
Syeh Nawawi Al-Bantani, Palima, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten. Pemilihan
lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Dinas Pariwisata merupakan instansi yang
memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan dan implementasi program
pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tingkat provinsi.

Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling, dengan 18
informan yang terdiri dari: (1) Informan kunci: Kepala Dinas Pariwisata (K1), Kabid Ekraf
dan Industri (K2), dan Kabid Destinasi (K3); serta (2) Informan tambahan: perwakilan Dinas
Koperasi dan UKM, DISPERINDAG, tiga akademisi dari perguruan tinggi, enam pelaku
UMKM ekonomi kreatif, dua ketua komunitas, dan dua praktisi media.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik: (1) wawancara semi terstruktur untuk
memperoleh data mengenai proses, faktor pendukung, kendala, dan dampak kolaborasi; (2)
observasi partisipatif untuk mengamati dinamika kolaborasi secara langsung dalam forum
koordinasi, pertemuan stakeholder, dan aktivitas usaha kreatif; serta (3) studi dokumen
meliputi kebijakan daerah, laporan kinerja dinas, dan data UKM. Analisis data dilakukan
mengacu pada model Miles dan Huberman melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian

data, dan verifikasi melalui triangulasi sumber.

Hasil dan Pembahasan
1. Gambaran Umum Provinsi Banten dan Ekosistem Ekonomi Kreatif
Provinsi Banten merupakan provinsi ke-30 di Indonesia yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Secara geografis, Banten
terletak di bagian barat Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan DKI Jakarta dan

Jawa Barat, sehingga memiliki posisi strategis sebagai wilayah penyangga pusat
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pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan luas wilayah 8.794,01 km? yang mencakup
4 kota, 4 kabupaten, 155 kecamatan, 313 kelurahan, dan 1.238 desa, Banten memiliki
potensi ekonomi dan budaya yang besar untuk mendukung pengembangan ekonomi
kreatif. Keragaman budaya lokal yang dimiliki menjadi sumber daya penting dalam
pengembangan berbagai subsektor ekonomi kreatif, seperti kriya, kuliner, seni
pertunjukan, dan fesyen berbasis kearifan lokal. Produk unggulan seperti Batik
Banten, Golok Ciomas, kerajinan Kulit Berenuk, dan Tas Kulit Kayu menunjukkan
bahwa ekonomi kreatif tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berfungsi
sebagai media pelestarian identitas budaya daerah.

Meskipun memiliki potensi yang besar, hasil penelitian menunjukkan bahwa
ekosistem ekonomi kreatif di Provinsi Banten masih berada pada tahap berkembang
(emerging ecosystem). Aktivitas ekonomi kreatif masih didominasi oleh usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak pada subsektor kuliner, kriya,
seni budaya, dan fesyen dengan skala usaha rumah tangga. Sebagian besar pelaku
usaha masih menghadapi berbagai kendala struktural, terutama keterbatasan modal
usaha, pemanfaatan teknologi, kapasitas sumber daya manusia, dan akses terhadap
pasar yang lebih luas. Kondisi tersebut menyebabkan daya saing produk kreatif
daerah belum berkembang secara optimal.

Temuan ini diperkuat oleh pernyataan salah satu pelaku usaha ekonomi
kreatif yang menjelaskan bahwa:

“Produk yang kami hasilkan sebenarnya memiliki pasar yang cukup baik,
tetapi kendala terbesar masih pada permodalan dan pemasaran. Kami juga
belum banyak memanfaatkan teknologi digital karena keterbatasan
pengetahuan dan pendampingan yang berkelanjutan.” (Informan PU-02,

2025)

Selain menghadapi kendala pada tingkat usaha, penelitian juga menemukan
bahwa hubungan antaraktor dalam ekosistem ekonomi kreatif masih bersifat parsial
dan sektoral. Program pengembangan ekonomi kreatif umumnya dilaksanakan
berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing institusi tanpa adanya kerangka
koordinasi jangka panjang yang terintegrasi. Akibatnya, berbagai program yang

dijalankan sering kali berjalan sendiri-sendiri dan belum mampu membentuk sinergi
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yang kuat antaraktor Pentahelix. Kondisi ini sebagaimana diungkapkan oleh salah
satu informan dari unsur akademisi yang menyatakan:

“Setiap pihak sebenarnya sudah melakukan berbagai kegiatan untuk

mendukung ekonomi kreatif, tetapi koordinasinya masih belum terbangun

secara sistematis. Belum ada wadah kolaborasi yang permanen sehingga kerja
sama yang dilakukan biasanya hanya berlangsung ketika ada program atau

kegiatan tertentu dari pemerintah.” (Informan AK-01, 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif di
Provinsi Banten masih menghadapi tantangan kelembagaan berupa lemahnya
integrasi antaraktor. Meskipun masing-masing pihak telah berupaya menjalankan
perannya, belum terbentuk mekanisme kolaborasi yang mampu menghubungkan
pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media secara berkelanjutan.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa ekosistem ekonomi kreatif di Provinsi Banten
masih berada pada fase transisi menuju model kolaboratif yang lebih matang,
sehingga diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta
pembangunan forum kolaborasi yang permanen untuk mendukung pengembangan
ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

2. Penerapan Model Pentahelix dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif

Berdasarkan temuan lapangan, penerapan model Pentahelix dalam
pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Banten menunjukkan adanya upaya
kolaborasi multipihak yang melibatkan lima aktor utama, namun belum sepenuhnya
terinstitusionalisasi. Model Pentahelix di Provinsi Banten dapat dikategorikan
sebagai model kolaborasi yang sedang berkembang (emerging Pentahelix model),
yang masih bersifat parsial, programatik, dan jangka pendek.

Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata berperan dominan sebagai
orchestrator ekosistem, menginisiasi dan mengoordinasikan kolaborasi Pentahelix.
Peran ini mencerminkan karakter government-driven Pentahelix, di mana kolaborasi
multipihak belum sepenuhnya berkembang menjadi kolaborasi yang setara antar
aktor sebagaimana idealnya model Pentahelix (Ansell & Gash, 2008).

Belum terdapat mekanisme tata kelola kolaboratif yang secara jelas mengatur

peran, tanggung jawab, serta indikator kinerja masing-masing aktor. Kondisi ini
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sejalan dengan temuan Emerson et al. (2012) yang menekankan pentingnya
collaborative governance regime dalam memastikan keberlanjutan kolaborasi
multipihak.
3. Kebijakan dan Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

Kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Banten disusun
mengacu pada kebijakan nasional dan dokumen RPJMD Provinsi Banten yang
menempatkan ekonomi kreatif sebagai sektor strategis yang terintegrasi dengan
pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing daerah. Program-program
yang dilaksanakan meliputi pelatihan dan pendampingan pelaku usaha, fasilitasi
promosi dan pameran produk kreatif, serta penyelenggaraan berbagai event
pariwisata. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan program
tersebut masih cenderung bersifat programatik dan berorientasi pada pencapaian
target kegiatan tahunan. Kondisi ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu
informan dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang menyatakan bahwa:

“Selama ini program ekonomi kreatif yang kami jalankan memang lebih
banyak difokuskan pada pelatihan, pameran, dan event promosi yang
disesuaikan dengan target kinerja tahunan. Untuk penyusunan kebijakan,
arahan utama masih berasal dari pemerintah daerah dan dokumen
perencanaan yang sudah ditetapkan, sementara masukan dari pihak luar
biasanya diberikan pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung.” (Informan
DP-01, 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa orientasi kebijakan masih lebih
menekankan pada pencapaian output kegiatan dibandingkan outcome jangka panjang
berupa penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan peningkatan daya saing daerah.
Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa keterlibatan aktor non-pemerintah
dalam pengembangan ekonomi kreatif belum berlangsung secara optimal. Aktor
akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media umumnya dilibatkan pada tahap
implementasi sebagai peserta, fasilitator, atau narasumber kegiatan, sementara
perannya dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis

masih terbatas. Temuan ini diperkuat oleh pernyataan salah satu pelaku usaha

ekonomi kreatif yang mengungkapkan:
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“Kami sering dilibatkan sebagai peserta, narasumber, atau pendamping
dalam kegiatan ekonomi kreatif yang diselenggarakan pemerintah. Namun,
keterlibatan kami dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan
masih terbatas. Padahal pelaku usaha dan komunitas memiliki banyak
informasi mengenai kebutuhan lapangan yang dapat menjadi masukan untuk
pengembangan ekonomi kreatif yang lebih berkelanjutan.” (Informan PU-03,

2025).

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pola kolaborasi yang terbangun
masih bersifat government centric, di mana pemerintah daerah tetap menjadi aktor
dominan dalam menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan program. Akibatnya,
potensi kontribusi aktor non-pemerintah sebagai mitra strategis dalam membangun
ekosistem ekonomi kreatif yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan belum dapat
dimanfaatkan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi model
Pentahelix di Provinsi Banten masih berada pada tahap berkembang dan memerlukan
penguatan mekanisme partisipasi yang lebih inklusif dalam proses perencanaan,
pelaksanaan, maupun evaluasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif.

4. Peran dan Kontribusi Masing-Masing Aktor Pentahelix

a. Peran Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah berperan sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator kolaborasi.
Sebagai regulator, pemerintah menetapkan kebijakan dan program strategis. Sebagai
fasilitator, pemerintah menyediakan pelatihan peningkatan kapasitas, fasilitasi
pameran dan promosi produk, serta pendampingan legalitas usaha. Sebagai
katalisator, pemerintah mendorong sinergi antar-stakeholder dan menjembatani
kepentingan berbagai aktor.

Tabel 1. Peran Pemerintah dalam Kolaborasi Pentahelix

Instansi Peran Utama Fungsi dalam Contoh Keterlibatan
Pentahelix

Dinas Leading sector Regulator, Program ekraf, event
Pariwisata pengembangan fasilitator, kreatif, kolaborasi
Provinsi ekraf katalisator komunitas
Banten
Dinas Penguatan industri Fasilitator Pameran, hilirisasi
Perindustrian  kreatif & UMKM produk kreatif
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dan

Perdagangan

Dinas Pengembangan Fasilitator Pelatihan UMKM,
Koperasi dan wirausaha kreatif akses pembiayaan
UMKM

b. Peran Akademisi
Akademisi memiliki peran strategis sebagai penghasil pengetahuan, inovasi, dan
sumber daya manusia yang kompeten. Kontribusi akademisi terlihat dalam tiga
aspek: riset yang menghasilkan rekomendasi kebijakan, pendidikan yang mencetak
wirausaha kreatif, dan pengabdian masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan
UMKM. Perguruan tinggi yang terlibat antara lain Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa (UNTIRTA), Universitas Banten Jaya (UNBAJA), dan Politeknik
Pariwisata Sahid. Namun demikian, peran akademisi masih bersifat sporadis dan
belum terintegrasi dalam perencanaan kebijakan ekonomi kreatif secara sistematis.

c. Peran Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif
Pelaku usaha ekonomi kreatif merupakan aktor inti dalam ekosistem Pentahelix
sebagai pelaksana utama kegiatan ekonomi kreatif dan motor penggerak
pertumbuhan melalui pengembangan produk berbasis kreativitas dan budaya lokal.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha, khususnya UMKM kreatif,
lebih banyak berperan sebagai penerima manfaat program dibandingkan sebagai
mitra strategis dalam perumusan kebijakan. Keterbatasan kapasitas manajerial, akses
informasi, dan daya tawar membatasi keterlibatan aktif pelaku usaha.

d. Peran Komunitas Kreatif
Komunitas kreatif berperan sebagai penggerak sosial dalam pengembangan ekonomi
kreatif, menciptakan ruang interaksi antar-pelaku kreatif melalui workshop,
pameran, festival, dan forum diskusi. Komunitas juga menjaga keberlanjutan budaya
lokal sebagai sumber inspirasi ekonomi kreatif. Komunitas strategis yang
teridentifikasi meliputi Forum Ekonomi Kreatif Banten (FEKRAF Banten), Banten

Creative Festival Network, ICN Banten, dan berbagai komunitas kreatif berbasis
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kabupaten/kota. Namun, keterlibatan komunitas dalam kerangka Pentahelix masih
bergantung pada agenda program pemerintah.

Peran Media

Media berperan penting dalam memperluas jangkauan promosi serta membangun
citra positif ekonomi kreatif daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran
media masih difokuskan pada publikasi kegiatan dan promosi destinasi wisata. Peran
media sebagai mitra strategis dalam membangun narasi ekonomi kreatif dan
memperluas akses pasar produk kreatif belum dimanfaatkan secara optimal. Media
yang terlibat meliputi RRI Banten, BantenNews.co.id, Radar Banten, Tangerang
Ekspres, serta influencer dan content creator lokal Banten.

. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kolaborasi Pentahelix

Berdasarkan temuan lapangan, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi
efektivitas kolaborasi Pentahelix di Provinsi Banten: Faktor pendukung meliputi: (1)
komitmen pemerintah daerah yang cukup kuat sebagaimana tercermin dalam
dokumen perencanaan pembangunan daerah; (2) keberadaan potensi budaya lokal
yang kaya sebagai modal utama pengembangan ekonomi kreatif; (3) ketersediaan
komunitas kreatif aktif di berbagai kabupaten/kota; serta (4) perkembangan media
digital yang membuka peluang promosi lebih luas.

Sementara itu, faktor penghambat meliputi: (1) ketiadaan forum kolaborasi
Pentahelix yang bersifat permanen dan inklusif; (2) koordinasi antar aktor yang
berlangsung secara ad hoc dan terfragmentasi; (3) keterbatasan sumber daya berupa
anggaran, SDM, dan fasilitas; (4) rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha;
(5) ego sektoral dan perbedaan kepentingan antar aktor; serta (6) mekanisme
komunikasi yang masih konvensional dan belum memanfaatkan teknologi digital

secara optimal.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan model kolaborasi Pentahelix dalam

pengembangan ekonomi kreatif di Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah berjalan namun

masih berada pada tahap berkembang (emerging). Kolaborasi yang terbangun cenderung
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bersifat programatik, jangka pendek, dan didominasi oleh peran pemerintah sebagai aktor
utama (government-driven), sementara keterlibatan aktor lain seperti akademisi, pelaku
usaha, komunitas, dan media belum sepenuhnya optimal sebagai mitra strategis. Faktor yang
mempengaruhi efektivitas kolaborasi meliputi adanya komitmen pemerintah daerah, potensi
budaya lokal, keberadaan komunitas kreatif, serta dukungan media digital. Namun demikian,
kolaborasi masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya koordinasi lintas sektor,
belum adanya forum kolaborasi permanen, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya
literasi digital pelaku usaha.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola kolaboratif
menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas model Pentahelix, terutama melalui
pembentukan forum kolaborasi yang terlembaga, peningkatan kapasitas aktor non-
pemerintah, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, diperlukan
pergeseran orientasi kebijakan dari yang berfokus pada output jangka pendek menuju
outcome jangka panjang yang berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk
mengkaji model implementasi kolaborasi Pentahelix berbasis digital atau membandingkan
praktik kolaborasi di daerah lain guna memperoleh model yang lebih adaptif dan aplikatif

dalam pengembangan ekonomi kreatif.
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